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SERI A 

 

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BANGKA SELATAN 

NOMOR 12 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2006 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

Mengingat 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu 

dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2006; 

b. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3833); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4268); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala dan Bekas 

Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 121); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4023); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang  Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4027); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 37 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4540); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

 



26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

27. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan 

Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu; 

28. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4212) 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia 

Nomor 4418); 

29. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana 

telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 8 

Tahun 2006; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2006 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan Tahun 2006 Nomor 3 Seri A); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 

11 Seri E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN 

dan 

BUPATI BANGKA SELATAN 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG 

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2006 

sebagai berikut : 

a. PENDAPATAN 

- Pendapatan 

- Belanja 

 

Rp.241.140.992.973,16 

Rp.160.677.753.303,43 

 

  Surplus / defisit Rp.80.463.239.669,73 



b. PEMBIAYAAN 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

 

Rp.  27.129.890.784,65 

Rp.107.593.130.454,38 

 

  Surplus / defisit (Rp.80.463.239.669,73) 

 

Pasal 2 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.12.003.578.960,16 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan 

b. Realisasi  

Rp. 229.137.414.013,00 

 

Rp. 241.140.992.973,16 

Selisih lebih / (kurang)  Rp.   12.003.578.960,16 

 
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.72.126.754.874,57 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Belanja setelah 

perubahan 

b. Realisasi  

Rp. 232.804.508.178,00 

 

Rp. 160.677.753.303,43 

Selisih lebih / (kurang)  Rp.   72.126.754.874,57 

 
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah 

Rp.84.130.333.834,73 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran surplus/defisit setelah 

perubahan 

b. Realisasi  

(Rp.  3.667.094.165,00) 

 

 Rp. 80.463.239.669,73 

Selisih lebih / (kurang)  Rp.  84.130.333.834,73 

 
(4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah 

(Rp.84.130.333.834,73) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Penerimaan 

1. Setelah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih lebih / (kurang) 

b. Pengeluaran 

1. Setelah perubahan 

2. Realisasi 

Selisih lebih / (kurang) 

 

Rp.  27.775.178.302,00 

Rp.  27.129.890.784,65 

(Rp.     645.287.517,35) 

 

Rp.   24.108.084.137,00 

Rp. 107.593.130.454,38 

(Rp. 83.485.046.317,38) 

 

Pasal 3 

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi 

keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam 

Neraca Daerah sebagai berikut : 

a. Jumlah Aktiva Rp. 496.658.617.634,45 

b. Jumlah Uang Rp. 0,00 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 496.658.617.634,45 

 

 



(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas 

Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang ditaungkan 

dalam Laporan Aliran Kas Rp. 87.513.920.454,38 dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Saldo Kas per Januari 2006 Rp.   27.129.890.784,65 

b. Jumlah Penerimaan Kas Rp. 241.140.992.973,16 

Rp. 268.270.883.757,81 

c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 180.756.963.303,43 

d. Saldo Kas 31 Desember 2006 Rp.   87.513.920.454,38 

 

Pasal 4 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun Anggaran 2006 dijelaskan lebih lanjut tercantum 

dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu : 

a. Lampiran I    : Laporan Perhitungan APBD 

b. Lampiran II   : Nota Perhitungan APBD 

c. Lampiran III  : Laporan Aliran Kas 

d. Lampiran IV  : Neraca Daerah 

 

Pasal 5 

Lampiran–lampiran sebagaimana dimaksud dalam Paal 4 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Toboali 
pada tanggal  10 Oktober 2006 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 
ttd 

 
NAZIARTO 

Ditetapkan di Toboali 
pada tanggal  27 September 2008 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

 
ttd 

 
JUSTIAR NOER 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A 


